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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa yang menjadi obyek Jaminan Fidqsia adalah benda apapun yang
dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa
benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak tefdaftar,
bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 BW dan Pasal 1162. Untuk
memberikan xepustian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Iidusia
mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan
pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga apabila terjadi perikatan
perjanjian antara pihak kreditor dan debitor pada sebuah penjaminan
dapat lebih jelas. Hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima
fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya adalah perjanjian.
Berdasarkan hubungan ini kreditor berhak untuk menuntut penyerahan
barang jaminan (secara constitutum possessorium) dari debitor.

b. Undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji

oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan
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mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. Cidera janji
tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan
perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan
lainnya. Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan
yang berupa benda persediaan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan
obyek yang setara. Pengertian setara disini tidak hanya nilainya tetapi
juga setara jenisnya. Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hal
pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda
persediaan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari
obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Dengan demikian cidera janji itu
bisa berupa lalainya debitor memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat
hutangnya sudah matang untuk diiagih, maupun tidak dipenuhiuya jan;i-
janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun
penjaminannya, sekalipun hutangnya sendiri pada saat itu belum matang
untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu, maka kreditor penerima-fidusia

bisa melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia.

2. Saran
a. Dalam hal Jaminan Fidusia diharapkan untuk tunduk pada persyaratan
pencatatan dan publisitas yang diwajibkan dalam hukum kebendaan.

Dengan adanya system pencatatan dan publisitas ini maka pemegang
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